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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 757/1/IPF-M/DPMPTSP.111/1V /2020
TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
KEPADA SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU (SMAIT)
IBNU SINA BOARDING SCHOOL NUNUKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Yayasan Ibnu Sina
Nomor : 12/YISKN-V/III/2020 tanggal 08 April 2020
perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah
Atas Islam Terpadu (SMAIT) Ibnu Sina Boarding School
Nunukan;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi
kelengkapan dokumen baik administrasi maupun
teknis permohonan, Saudara telah memenuhi syarat
untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan
Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat Kepada
Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMAIT) Ibnu
Sina Boarding School Nunukan,;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Utara tentang Surat Izin Pendirian
Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan Oleh
Masyarakat Kepada Sekolah Menengah Atas Islam
Terpadu (SMAIT) Ibnu Sina Boarding School Nunukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
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1. Mgnyampaikan Lapor.ap Sekolah yang memuat antara
lain : Data PTK (Penelitian Tindakan Kelas), Data Peserta
Didik, Data Sarana dan Prsarana serta d’ i
termuat pada Dapodik; i dan

2. Mengisi Dapodik dengan benar dan sesuai
memperbaharui secara berkala;

3. Mep_yampaikan laporan perkembangan pembelajaran
setiap semester,

4. Menyampaikan laporan Penerimaan Peserta Didik Baru
tiap tahun;

5. Mematuhi ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan
Utara,

6. Menyampaikan laporan mengenai kegiatan yayasan
secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Gubernur
Kalimantan Utara C.q Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.

serta

Jangka waktu Surat Izin Pendirian dan Izin Operasional
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 5 (lima)
tahun dan dapat diperpanjang kembali paling lambat 3 (tiga)
bulan sebelum berakhirnya izin ini.

Izin ini dapat dibekukan sementara atau dicabut apabila
pemegang Izin tidak memenuhi ketentuan Perundang -
undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya,

Proses permohonan sampai dengan terbitnya Surat Izin
Pendirian Satuan Pendidikan Formal yang Diselenggarakan
Oleh Masyarakat Kepada Sekolah Menengah Atas Islam
Terpadu (SMAIT) Ibnu Sina Boarding School Nunukan ini
dikenakan biaya Rp. O,-.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
14 April 2025.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal 14 April 2020

a.n. Gubernur Kalimantan Utara
Plt. Kgpala Dinas,

| (DPMPTSP)
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Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara;
Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara;
Kepala Biro Hukum Provinsi Kalimantan Utara.
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